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BAB II
KAJIAN TEORITIK
A. Hasil Penelitian yang Relevan
Ambarita A, Kurniawan JT, dan Sumadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Sinergisitas Sekolah, Masyarakat dan Pemerintah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Palas Kecamatan Palas Lampung Selatan)” menemukan bahwa Pertama, pelaksanaan manajemen PAKEM di SMP Negeri 1 Palas diawali dari kegiatan perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Kedua, kepala sekolah berkomitmen melaksanakan PAKEM dengan  memberikan dukungan moril dan materil. Ketiga, sikap guru dalam pelaksanaan PAKEM  memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab serta kemauan yang kuat untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang diinginkan, Keempat, peran serta stakeholders dalam pelaksanaan pembelajaran PAKEM  sangat tinggi melalui dukungan yang diberikan dalam bentuk moril dan materil. 
Selanjutnya Suwandi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Studi Pada SMPN 05 Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)” menemukan bahwa Pertama, Pelaksanaan MBS di sekolah menengah secara umum berjalan dengan baik. Kedua, Kendala pelaksanaan MBS yang paling menonjol yaitu terbatasnya anggaran biaya, minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah, serta masih rendahnya kualitas SDM. Karena itu menurut peneliti, saran yang cukup menonjol dari pihak sekolah adalah agar pemerintah (pusat dan daerah) dapat meningkatkan bantuan/subsidi keuangan berupa dana block grant, dekonsentrasi (termasuk BOS/BKM), dana dari Depag, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten.
Mansur N (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Menengah” menemukan bahwa: Pertama, Penyusunan kelompok kecil dalam setiap bidang. Kedua, Pengalihan tanggung jawab dari pimpinan kepada bidang masing-masing. Ketiga, Pimpinan oleh para partisipan. Keempat, Guru sebagai fasilitator. Kelima, Proses bersifat demokratis dan hubungan kinerja yang luas. Segala sesuatu dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dirundingkan bersama dalam kedudukan yang sederajat dan diputuskan melalui jalan demokratis. 
Suntoro I, Waidah dan Sowiyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah” menemukan bahwa: Pertama, SMP Negeri 10 Bandar Lampung fokus dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah melalui input perencanaan dan evaluasi, kurikulum, keuangan, fasilitas, ketenagaan, hubungan sekolah dan masyarakat, iklim sekolah melalui proses pembelajaran dan output prestasi siswa. Kedua, Peran kepala sekolah dalam implementasi berbasis sekolah sudah sesuai aturan dengan mengatur organisasi sesuai prosedur dan melibatkan stakeholder pada seluruh aktivitas sekolah demi untuk menjadikan kemandirian sekolah. Ketiga, Fungsi kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan komite berkomitmen terhadap kemajuan sekolah, semua pihak bekerja sesuai perannya dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Keempat, Kendala yang dihadapi antara lain adalah masalah dana karena banyak siswa yang tidak mampu sehingga program sekolah tidak berjalan dengan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat simpulkan bahwa secara garis besar aspek yang diteliti tidak jauh beda dalam hal implementasi MBS. Namun terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu pada aspek spesifik tentang implementasi MBS di SDN 4 Masbagik Timur dan kendala-kendala yang terjadi di sekolah dasar dalam pelaksanaan MBS.
B. Landasan Teoritik
1. Penjaminan Mutu

a. Pengertian Penjaminan Mutu

Menurut Arcaro, Jerome S. (2007: 10) mutu didasarkan pada pilar mutu untuk mentransformasikan mutu. Setiap pilar akan menunjang transformasi budaya yang harus dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai budaya mutu. komponen utama pendekatan untuk menerapkan mutu adalah mengembangkan sistem penilaian yang memungkinkan setiap profesional pendidikan untuk mendokumentasikan  dan mengukur nilai tambah dari prakarsa mutunya. 
Sekolah bermutu didasari kenyataan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan memiliki kemiripan dan keyakinan nilai-nilai. Sekolah bermutu membutuhkan hubungan yang erat antara sekolah dengan kostumer atau pelanggan pendidikan. Pendidikan memberikan jasa yang berpotensi untuk memecahkan sejumlah persoalan penting masyarakat saat ini. Pendidikan harus memfokuskan perhatian pada pemecahan masalah tertentu yang dipilih secara tepat, kemudian di identifikasi secara tepat pula.
Sistem penjaminan mutu, dalam (pp no. 19/ 2005 pasal 49) Penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi dengan baik  dalam. Penjaminan mutu secara internal oleh satuan penididikan adalah  pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdasmen menerapkan menejemen berbasis sekolah: kemendirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

Dalam PP no. 19/2005 pasal 65 Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi dan evaluasi kinerja masing-masing. Sedangkan dalam PP no. 19/2005 pasal 91,  Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Sekolah perlu membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah. Dalam melaksanakan SPMP, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai
pembina sekolah juga harus dilibatkan dalam TPS, sebagai wakil dari pemerintah.
Pandangan lain Fattah, N. (2013: 10) manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistemik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu profesi, manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik
b. Karakteristik Sekolah Bermutu
Menurut Sugeng (2009: 56) Substansi utama  system penjamina mutu penididikan (SPM) pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (Plan – Do – Check – Action) pada proses penyelenggaraan pendidikan, yaitu sebagai berikut:
1. Perencanaan Mutu (Plan)
Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu. 
2. Pelaksanaan (Do)
Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Maka untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. 
3. Evaluasi (Check) 
Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelasanaan termasuk audit mutu internal. 
4. Action, adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi. menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan.
Menurut Arcaro, Jerome S. (2007: 38), sekolah bermutu memiliki 5 karakteristik yang digambarkan sebagai pilar mutu. pilar tersebut didasarkan pada keyakinan sekolah seperti kepercayaan, kerja sama, dan kepemimpinan. Pilar-pilar tersebut adalah :

1. Fokus pada Kustomer

Sekolah memiliki kustomer internal dan eksternal. Kustomer Internal  adalah orang tua, siswa, guru, administrator, staf, dan dewan sekolah yang berada di dalam sistem pendidikan. Sedangkan Kustomer Eksternal  adalah masyarakat perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang berada di luar organisasi, namun memanfaatkan output proses pendidikan. Disini sekolah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi keinginan kustomer.

2. Keterlibatan Total

Mutu bukan hanya merupakan tanggung jawab dewan sekolah atau pengawas saja, melainkan perlu adanya tanggung jawab dari semua pihak. Mutu menuntut setiap orang untuk memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu.

3. Pengukuran

Sekolah tidak bisa memperbaiki hal-hal yang tidak dapat diukur, walaupun sarana untuk mengukur kemajuan berdasarkan pencapaian standar tersebut. Sekolah dapat menggunakan nilai ujian untuk mengukur kemajuan siswa di kelas. Sekolah juga dapat menggunakan anggaran sekolah untuk mengukur efisiensi proses sekolah.

4. Komitmen

Setiap orang perlu mendukung upaya mutu, dan para pengawas sekolah serta dewan sekolah harus memiliki komitmen pada mutu agar proses transformasi mutu dapat berjalan dengan baik.

5. Perbaikan Berkelanjutan

Sekolah harus melakukan sesuatu hal yang lebih dibandingkan dengan yang kemarin. Sekolah harus secara konstan menemukan cara untuk menangani masalah yang muncul, memperbaiki dan membuat perbaikan secara berlanjutan sesuai dengan yang diperlukan.
c. Mutu menunjang proses perbaikan sekolah dengan cara :
Menurut Arcaro, Jerome S. (2007: 45) mutu menunjang proses perbaikan sekolah dengan cara, sebagai berikut:
1. Fokus pada program sekolah dan bukan pada komponen-komponen program yang terpisah,

2. Mengembangkan keyakinan, misi, dan outcomes yang diharapkan siswa secara kolaboratif,

3. Mendorong pengembangan konsensus staf / orang tua untuk berubah,

4. Fokus pada hasil,

5. Mengidentifikasi praktik terbaik yang digunakan sebagai standar untuk mengukur semua perbaikan,

6. Fokus pada penggunaan data untuk mengefektifkan perubahan.

Menurut Sugeng (2009: 56) Penjaminan Mutu dibutuhkan oleh pendidikan adalah untuk:  
(a) Memeriksa dan mengendalikan mutu; (b) Meningkatkan mutu; (c) Memberikan jaminan pada stakeholders; (d) Standarisasi, (e) Persaingan nasional dan internasional; (f) Pengakuan lulusan; (g) Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan; dan (h) Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya.
2. Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau yang lebih dikenal MPMBS merupakan sebuah desain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Artinya bahwa sekolah diberikan kewenangan atau otoritas dalam mengelola secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan dinas terkait. 

Sufyarma (2004: 86) berpendapat konsep dasar dari manajemen berbasis sekolah adalah pengambilan keputusan dari Pusat/Kanwil/Kandep dinas ke level sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. 
Sehubungan dengan adanya gagasan untuk menerapkan MBS dalam rangka desentralisasi pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Fakta menunjukkan bahwa berbagai upaya kebijaksanaan pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan dari pusat, ternyata sangat kecil dampaknya terhadap pembelajaran di kelas.  
b. Sekolah memerlukan dukungan yang memadai secara terus menerus. Akan tetapi, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, karena keterbatasan kemampuan baik tenaga maupun dana.  
c. Konsekuensi logis sekolah mendapat dukungan dari masyarakat, maka sekolah harus mampu menunjukkan akuntabilitas kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sebagai stake-holders.  
d. Setiap sekolah dioperasikan dalam situasi yang unik, karena memiliki konteks sosial maupun perkembangan yang unik.  
e. Sebagai konsekuensi logis dari setiap sekolah yang dioprasikan dalam situasi yang unik, maka sekolah beserta lingkungannya harus dianggap sebagai unit perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen yang mandiri dan bukan sekedar pelaksanaan dari program yang dirancang dari atas (Sufyarma, 2004: 88-89).
3. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Mallen, Ogawa, dan Kranz (dalam Hadiyanto, 2004: 67) memandang MBS sebagai suatu bentuk desentralisasi yang memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. Menurut Mulyasa (2014: 24) manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional. Otonomi ini diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumberdaya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan 
Menurut Bafadal (2006: 82) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua stakeholder sekolah. Gasperz (2002: 10) “Suatu Sistem Manajemen Mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi  dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem  yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sistem manajemen mutu merupakan suatu alat yang diterapkan dalam suatu organisasi, yang diterapkan untuk memberikan suatu transparansi mengenai aktivitas dalam organisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan pasar. Jadi Peningkatan mutu dalam “proses pendidikan” melibatkan berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, efektif, atau psikomotorik), metodelogi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), administrasi, sarana prasarana sekolah dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.      
4. Alasan dan Tujuan MBS
a. Alasan 

Menurut Nurkolis (2005: 21) MBS di Indonesia yang menggunakan model MPMBS muncul karena beberapa alasan, antara lain: pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukkan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.

Penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah juga untuk mewujudkan sekolah yang efektif. Menurut Winkler dan Gershberg (dalam Nurkolis, 2005: 23), dimaksudkan bahwa beberapa komponen kunci sekolah yang efektif dipengaruhi oleh implementasi MBS. Mereka mengeksplorasi bagaimana MBS pada peningkatan karakteristik kunci sekolah efektif yang meliputi kepemimpinan yang kuat, guru-guru yang terampil dan memiliki komitmen, meningkatkan fokus pada pembelajaran, dan rasa tanggung jawab terhadap hasil.
b. Tujuan
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro maupun mikro. 
Menurut Nurkholis tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualias kurikulum, kualitas sumberdaya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia baik pengetahuan dan keterampilannya, melainkan meningkatkan kesejahteraannya pula (Nurkholis, 2005: 23-24). 
Menurut Hadiyanto dalam konteks Indonesia, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk membuat agar sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), fleksibelitas yang lebih besar kepada kepala sekolah dalam mengelola sumberdaya, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Hadiyanto, 2004:70).
  Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Dirjen Dikdasmen, 2002), tujuan Manajemen Berbasis Sekolah dengan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah adalah: 
1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibelitas, patrisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, suntainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah.
4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Strategi Implementasi MBS

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa dalam implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoprasikan sekolah, dan dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Dalam rangka tersebut, maka sebelumnya kita harus melihat kondisi sekolah di Indonesia saat ini. Kondisi sekolah saat ini sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah, dan partisipasi masyarakat (orang tua). Kualiatas sekolah bervariasi mulai dari yang sangat maju sampai sekolah yang sangat tertinggal, lokasi sekolah pun bervariasi dari sekolah yang terletak diperkotaan sampai pada sekolah yang terletak di daerah terpencil. Begitupula partisipasi orang tua dan atau masyarakat juga bervariasi dari yang partisipasinya tinggi sampai yang kurang bahkan tidak berpartisipasi sama sekali.
Dalam kaitannya dengan pentahapan implementasi MBS, secara garis besar (Mulyasa 2014: 62) membaginya dalam tiga tahapan yaitu: a) tahap sosialisasi, b) tahap piloting, dan c) tahap desiminasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Tahap sosialisasi merupakan tahapan paling penting mengingat luasnya wilayah nusantara terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media informasi, baik cetak maupun elektronik.  
b. Tahap piloting merupakan tahap uji-coba agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung resiko.  
c. Tahap ketiga yaitu diseminasi, yaitu tahapan memasyarakatkan model MBS yang telah diujicobakan keberbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. 
6. Standar Pelayanan Minimal

Standart pelayanan minimal itu diharapkan menjadi ukuran tingkat pelayanan normatif kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Hadiyanto standar pelayanan minimal itu secara garis besar mencangkup jenjang dan bidang-bidang garapan manajemen pendidikan, yaitu: (1) Taman Kanak-kanak, (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, (4) Sekolah Menengah Umum, (5) Sekolah Menengah Kejuruan, (6) dan Pendidikan Luar Biasa. Pada setiap jenjang dan jenis pendidikan itu setidaknya menggambarkan aspek-aspek: (a) Tujuan penyelenggaraan, (b) Standar kompetensi, (c) Kurikulum, (d) Peserta didik, (e) Jumlah dan kualifikasi kepala sekolah, guru dan tenaga administratif, (f) sarana dan prasarana, (g) organisasi sekolah, (h) pembiayaan pendidikan, (i) peran serta masyarakat, serta (j) manajemen sekolah, (k) indikator keberhasilan sekolah (Hadiyanto, 2004: 72-73).
7. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah  
a. Perencanaan 
Planning atau perencanaan adalah fungsi pertama dan utama yang harus dilakukan pihak sekolah sebelum mengerjakan yang lainnya. Sebab kalau tidak ada perencanaan atau program, maka perjalanan sekolah tidak akan terarah, tidak jelas apa yang akan dituju, dan tidak jelas juga apa yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan pihak sekolah (Kepala Sekolah) adalah menyusun perencanaan baik rencana-rencana strategis berjangka panjang dan menengah maupun rencana operasional tahunan. Dalam perencanaan tersebut harus sudah tercangkup penjabaran apa-apa yang akan dihasilkan, kemudian bagaimana mencapai hasil-hasil tersebut, dari mana akan diperoleh dukungan dana, siapa pemakainya, apa sumber daya yang akan diperlukan, kapan sumber daya tersebut bisa diperoleh. Semua itu merupakan berbagai pertanyaan inti ketika akan memgembangkan perencanaan. Dan semua itu harus dijawab dengan penjabaran program yang komprehensif agar sekolah menjadi efektif.
Brent Davies dan Linda Ellison (dalam Rosyada, 2004: 246), mendefinisikan, bahwa rencana strategis adalah sebuah analisis yang sistematis dari sekolah untuk mencapai visinya dengan perumusan berbaai kunci strategis yang didukung oleh lingkungan serta nilai dan kekuatan sumber daya yang dimiliki. 
Uraian di atas memperlihatkan bahwa sebuah rencana strategis memerlukan analisis terhadap data-data pendukung untuk membuat rencana itu rasional dan dapat dicapai. Dalam konteks ini W.S Berry dalam Dede Rosyada menyatakan bahwa struktur dasar sebuah perencanaan itu harus meliputi evaluasi di mana posisi sekolah sekarang, kemudian mengenali perubahan yang diinginkan, susunan perencanaan sebagai jalan menuju perubahan beserta perkiraan hasil yang akan dicapai, dan terakir cara melakukan evaluasi untuk mengukur perubahan-perubahan yang dihasilkan (Rosyada, 2004: 247). Oleh sebab itu sebelum rencana disusun dan dikembangkan diperlukan kajian dan analisis terhadap kenyataan sekolah sekarang, harapan-harapan pemakai, serta peluang untuk mengembangkan berbagai perencanaan strategis. Setidaknya ada empat variable yang harus dianalisis dalam rangka menyusun sebuah rencana antara lain lingkungan, Stakeholder, hasil sekolah, pelayanannya dan pesaing.
Variabel-variabel tersebut merupakan unsur-unsur penting yang dapat dijadikan titik tolak dalam penyusunan rencana strategis. Hasil-hasil analisis tentang kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan hukum, serta identifikasi segmen pengguna dan potensi pengembangan pengguna, hasil analisis SWOT, serta evaluasi internal dan eksternal merupakan unsur-unsur yang harus dikembangkan dalam penyusunan rencana strategis menuju cita dari visi sekolah.   
Susunan rencana strategis sekolah tersebut harus disiapkan bukan didasarkan oleh ambisi personal dari pimpinan sekolah untuk menaikkan citra diri atau kepentingan lainnya, akan tetapi harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan harapan para stakeholder sekolah itu sendiri, serta dengan mengembangkan berbagai gagasan proaktif bukan reaktif, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek sebagai rencana operasional. 
Untuk penyusunan perencanaan program secara detail, Berry (dalam Rosyada, 2004: 250-251), menawarkan 10 langkah operasional, yaitu:
1) Planning the Schedule, yakni membuat perencanaan waktu untuk menyusun, melaksakankan, dan mengevaluasi pelaksanaan program.

2) Outline of Content; yakni menyiapkan outline perencanaan program secara keseluruhan, yang tidak semata hanya pada aspek implementasi kurikulum, tapi termasuk assessment, pengembangan kurikulum, pengembangan sarana, membangkitkan sumber dana serta evaluasi pelaksanaan program.

3)  Fleshing the Bones, yakni membuat uraian detail tentang masing-masing kegiatan yang sudah dicantumkan dalam outline kegiatan sehingga bisa dipahami oleh semua unsure inti dalam organisasi sekolah. Tahap ini disebut oleh Berry sebagai tahap fleshing the bones, yakni mendampingi tulang-tulang, dan masih merupakan tugas dari anggota senior dalam organisasi sekolah.
4) Fist Introduction, yakni pemaparan draft pada semua anggota organisasi, dengan seluruh guru, dan staf agar memperoleh berbagai masukan untuk penguatan pada tujuan-tujuan yang akan digapai.

5) Close Consideration, pertimbangan secara mendalam berbagai masukan dari seluruh anggota organisasi sekolah, tambahkan usulan-usulan rasional, dan hilangkan bagian-bagian yang mereka kriti, serta rasional untuk dihilangkan.

6) Draft Audit; yakni mengaudit draft yang sudah diperkaya dan di kritisi oleh seluruh unsur organisasi sekolah, sehingga memperoleh susunan perencanaan yang realistic, dapat dikella dan diselesaikan dalam rentang waktu yang tersedia.

7) Action Plan; yakni menyusun rencana tindakan yang sudah lebih detail untuk masing-masing kegiatan, siapa penanggung jawanya, berapa lama harus diselesaikan, kapan harus dimulai dan kapan harus selesai, perlu tim kepanitiaan atau tidak, bahkan sebaiknya ada guideline sebagai rujukan implementasi dan evaluasinya.
8) Publication, yakni mempublikasikan perencanaan yang sudah diaudit dan dibuat dalam bentuk rencana tindakan itu dikomunikasikan pada unsur-unsur stakeholder, dengan pemerintah daerah, orang tua siswa, serta unsure-unsur kemite sekolah lainnya.

9) Evaluation, yakni penyampaian berbagai pandangan dari stakeholder terhadap rencana-rencana tindakan yang sudah disiapkan oleh manajemen sekolah bersama dewan guru dan staf tata usahanya.

10) Audit again, yakni melakukan audit kembali setelah dikritisi oleh stakeholder, walaupun secara praktis tampaknya tidak perlu, karena evaluasi tersebut sudah merupakan putusan terakhir untuk memulai kegiatan, namun secara teoritik kegiatan itu harus ada, kendati dilakukan secara simultan saat evaluasi.
Hodgets menegaskan dalam Rosyada (2004: 252), bahwa sebuah perencanaan strategis tidak akan bermakna bagi peningkatan produktivitas organisasi jika tidak diimbangi dengan pengorganisasian yang rapi. Demikian pula dengan sekolah yang tuntutan profesionalismenya kini kian meningkat, sekolah dituntut untuk mengembangkan kualitas dirinya dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah, bukan hanya soal pendanaan, tapi juga pengembangan kurukulum, serta berbagai program pengembangan lainnya. Akan tetapi, bagaimana bentuk organisasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan komposisi SDM yang dimiliki sekolah tersebut. Berbagai bentuk organisasi ditawarkan, ada yang berbentuk departemental, dan biasanya dipakai untuk mendukung pelayanan jasa yang variatif atau pelaksanaan program yang beragam, dan ada juga model komite yang tidak hirarkis namun sangat temporer dan dibubarkan saat selesai melaksanakan tugas.
Menurut Nurkolis secara umum implementasi MBS akan berhasil melalui strategi-strategi sebagai berikut ini. 

1) Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan, kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan.
2) Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan interuksional serta non-intruksional.  
3) Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efekif terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum.  
4) Adanya proses pengambilan keputusan yang demokatis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.  
5) Semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.  
6) Adanya guidelines dari Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif.  
7) Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.  
8) Penerapan manajemen berbasis peningkatan mutu harus diarahkan untuk mencapai kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. 
9) Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, pembangunan kelembagaan (capacity building) mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan (Nurkolis, 2005: 132-133).
b. Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah  
1. Kepemimpinan Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Mulyasa berpendapat bahwa kaitannya dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah kepemimpinan yang sangat  penting dalam mengimplementasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Sebab kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektifitas kinerjanya. Dengan begitu, manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan (Mulyasa, 2004: 126).
Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitanya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu menurut Mulyasa, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:

a) Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif.

b) Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

c) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan.

d) Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.

e) Bekerja dengan tim manajemen, serta
f)    Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (Mulyasa, 2014: 126)

Dalam melaksanakan MBS menurut Komite Reformasi Pendidikan dalam Nurkolis (2005) kepala sekolah perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif, dan demokratis. Untuk mengakomodasi persyaratan ini kepala sekolah perlu mengadopsi kepemimpinan transformasional.   (Nurkolis, 2005: 173). 
Gambaran di atas menunjukkan betapa posisi pemimpin itu amat penting, hampir-hampir kemajuan dan kemunduran sekolah tergantung pada pimpinan, karena peran dan fungsinya untuk mengkoordinasikan kerja sama semua unsur dalam organisasinya. Dengan demikian kepala sekolah harus memiliki bekal agar dapat mengelola semua sumber daya yang ada sehingga menjadi kekuatan-kekuatan konstributif untuk sebuah kemajuan. Kepala sekolah harus dipercaya oleh semua anggota timnya dan dia pun harus memberi kepercayaan pada timnya untuk mengerjakan tugas sesuai kewenangannya.
2. Peningkatan Profesionalisme Guru dan Administrator

Peran guru dalam Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah menurut Cheng (dalam Nurkolis (2005: 123) adalah sebagai rekan kerja, pengambilan keputusan, dan pengimplementasi program pengajaran. Mereka bekerja bersama-sama dengan komitmen bersama dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mempromosikan pengajaran efektif dan mengembangkan sekolah mereka dengan antusiasme.
Menurut Bafadal, dalam rangka proses peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah diperlukan guru, baik secara individual maupun kolaboratif untuk melakukan sesuatu, mengubah “status quo” agar pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Dan masih dalam pendapatnya juga ia menegaskan bahwa salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah profesionalisme guru (Bafadal, 2004:3).

Perihal teori tentang guru professional telah banyak dikemukankan oleh para pakar manajemen pendidikan, seperti Rice & Bishoprick masih dalam buku yang sama menurut mereka guru professional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari.  (Bafadal: 5).
Selain guru, administrator atau staf juga mempunyai peran dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Menurut Cheng dalam Nurkolis (2005) bahwa peran administrator sekolah dalam MBS adalah pengembang dan pemimpin dalam mencapai tujuan. Mereka mengembangkan tujuan-tujuan baru untuk sekolah menurut situasi dan kebutuhannya. Selain itu, juga memimpin warga sekolah untuk mencapai tujuan berkolaborasi dan terlibat penuh dalam fungsi sekolah. Mereka juga memperbesar sumber-sumber daya untuk mempromosikan perkembangan sekolah (Nurkolis, 2005: 123).
3. Melibatkan  Orang Tua dan Masyarakat         
Dalam era otonomi pendidikan ini keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya penerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. mereka harus aktif bermain, menentukan, dan membuat program bersama sekolah dan pemerintah.

Shields dalam Nurkolis (2005: 125) menyatakan bahwa reformasi pendidikan harus sampai pada hubungan antara sekolah dengan keluarga dan sekolah dengan masyarakat dengan cara melibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah baik yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran maupun non instruksional.
Menurut Cheng (Nurkolis, 2005: 126) juga mengemukakan bahwa peran serta orang tua siswa dalam manajemen berbasis sekolah adalah menerima pelayanan yang berkualitas melalui siswa-siswanya yang menerima pendidikan yang mereka butuhkan. Peran orang tua sebagai partner dan pendukung. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses sekolah, mendidik siswa secara kooperatif, berusaha membantu perkembangan yang sehat kepada sekolah dengan memberi sumbangan sumber daya dan informasi, mendukung dan melibatkan sekolah pada saat mengalami kesulitan.
Di Indonesia sendiri, wacana yang muncul dan berkembang tentang komite sekolah sebagai substitusi BP3 meliputi unsur-unsur stakeholder dan masyarakat pendidikan, yang terdiri dari unsur pakar pendidikan, masyarakat peduli pendidikan, pengusaha, LSM, dan tokoh masyarakat disekitar sekolah. Relevan dengan tugas komite sekolah, Duhou dalam Rosyada (2004) mengemukakan salah satu pengalaman tentang sekolah yang telah menjalankan MBS disalah satu sekolah di Australia, ia memaparkan bahwa tugas-tugas yang dikembangkan untuk komite sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Komite sekolah terlibat dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pendidikan dari sekolahnya.
2. Mendirikan komite pendidikan tingkat regional, dan mendorong keterwakilan tiap sekolah pada komite regional tersebut.
3. Pada komite regional diperkuat dengan expert dalam bidang-bidang yang diperlukan, dan komite tersebut independent tidak terkait dengan birokrasi pendidikan, namun bertanggung jawab dengan menteri. (Rosyada, 2004: 277)
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dijelaskan tentang beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain: (a) dalam pasal 8 dan 9 UUSPN (hak dan kewajiban masyarakat), (b) pasal 10 UUSPN (hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah), (c) pasal 46 UUSPN (tanggung jawab pendanaan), (d) pasal 47 (sumber dan pengelolaan dana pendidikan), (e) pasal 54 UUSPN (peran serta masyarakat dalam pendidikan), dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa dimasyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Hadiyanto, 2004: 84-86). 

Peran serta masyarakat itu lebih tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Baik Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, mereka berperan sebagai: 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Pengontrol (coltrolling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat. (Hadiyanto: 86-87) (Mulyasa, 2004: 51)
Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai tujuan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup dimasyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. 
c. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

Dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah juga dihadapi berbagai pihak terkait harus bekerja lebih banyak dari pada sebelumnya, kurang efisien (dalam rangka pendek karena salah satu tujuan MBS adalah terjadinya efesiensi pendidikan), kinerja sekolah yang tidak merata, meningkatnya kebutuhan pengembangan staf, terjadinya kebingungn karena peran dan tanggung jawab yang baru, kesulitan dalam melakukan koordinasi dan masalah akuntabilitas.
Nurkolis berpendapat penghambat lain yang sering muncul adalah kurangnya pengetahuan berbagai pihak tentang bagaimana MBS dapat bekerja dengan baik. Juga masalah kekurangan keterampilan untuk mengambil keputusan, ketidakmampuan dalam berkomunikasi, kurang kepercayaan antar pihak, ketidak jelasan peraturan tentang keterlibatan masing-masing pihak, dan keengganan para administrator dan guru untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain dalam mengambil keputusan. (Nurkolis, 2005: 142)
Selain itu kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah seperti yang dikemukakan Bank Dunia yang dikutip oleh Nurkolis antara lain: 

a. Demokrasi, Winkler dan Gershberg menyebutkan bahwa MBS akan berjalan dengan baik pada kondisi dimana demokrasi telah berjalan dengan baik dan faktor-faktor eksternal  

b. Masalah keseimbangan keadilan, perlu disadari oleh banyak kementerian pendidikan bahwa masalah utama dalam mengimplementasikan MBS  

c. Kendala terakhir adalah kurangnya bukti-bukti (Nurkolis: 143-144).
C. Kerangka Berpikir
Berbagai fenomena yang terlihat dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah, menunjukkan bahwa masih diperlukan kemauan yang kuat dari pihak pemerintah dan lingkungan sekolah dalam melakukan perubahan sistem penyelenggaraan manajemen persekolahan. Tidak mungkin melakukan perubahan secara utuh dan komprehensif, jika semua pihak yang terlibat tidak menunjukkan kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan itu. Oleh karenanya, menyusun perencanaan yang matang, prosedur pelaksanaan yang mudah dilaksanakan, dan meminimalisir hambatan yang terjadi merupakan langkah tepat.
Rosyada (2004: 252), bahwa sebuah perencanaan strategis tidak akan bermakna bagi peningkatan produktivitas organisasi jika tidak diimbangi dengan pengorganisasian yang rapi. Sebuah perencanaan yang baik harus didukung dengan pelaksanaan, yang dimana menurut Nurkolis (2005: 123) dalam pelaksanaan harus membangun hubungan dengan rekan kerja, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian program pengajaran dengan bekerja bersama-sama, komitmen bersama serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mempromosikan pengajaran efektif dan mengembangkan sekolah mereka dengan antusiasme. Selain itu Nurkolis berpendapat bahwa harus mampu meminimalisir  penghambat lain yang sering muncul, antar lain: kurangnya pengetahuan berbagai pihak, kurang keterampilan mengambil keputusan, ketidakmampuan dalam berkomunikasi, kurang kepercayaan antar pihak, ketidak jelasan peraturan, dan keengganan para administrator dan guru untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain dalam mengambil keputusan. (Nurkolis, 2005: 142)
Aspek-aspek MBS yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan, antara lain tentang: a. Perencanaan MBS, b. Pelaksanaan MBS, dan Hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu keterlibatan semua pihak, antara lain guru, masyarakat, serta pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat guna mengembangkan MBS. Pihak sekolah harus aktif menggandeng/melibatkan masyarakat dalam setiap program kegiatan sehingga rasa tanggung jawabnya meningkat, dan pada akhirnya nanti dukungan moral dan finansial masyarakat kepada sekolah akan meningkat.
Berdasarkan kendala tersebut menarik untuk peneliti melihat kondisi sebenarnya di lapangan terhadap pelaksanaan MBS di SDN 4 Masbagik timur. Bagaiman perencanaan yang disusun, Bagaimana pelaksanaannya dan hambatan yang dialami SDN 4 Masbagik Timur, pertanyaan tersebut perlu dipahami dalam usaha menemukan jawabannya, hal-hal yang perlu diungkap yaitu: 1) Dalam perencanaan tersebut harus sudah tercangkup penjabaran apa-apa yang akan dihasilkan, kemudian bagaimana mencapai hasil-hasil tersebut, dari mana akan diperoleh dukungan dana, siapa pemakainya, apa sumber daya yang akan diperlukan, kapan sumber daya tersebut bisa diperoleh. 2) Dalam penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, antara lain: teori tentang kepemimpinan, profesionalisme guru, pelibatan orang tua, dan sistem manajemen yang dipakai. 3) Dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah juga dihadapi berbagai pihak terkait harus bekerja lebih banyak dari pada sebelumnya, kurang efisien (dalam rangka pendek karena salah satu tujuan MBS adalah terjadinya efesiensi pendidikan), kinerja sekolah yang tidak merata, meningkatnya kebutuhan pengembangan staf, terjadinya kebingungn karena peran dan tanggung jawab yang baru, kesulitan dalam melakukan koordinasi dan masalah akuntabilitas.
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